ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan
Seksual Berbasis Elektronik dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud”
ini ditulis oleh I'i Septiyana Anggraini, NIM 126102211046, dengan
pembimbing Dr. Munir, M. Hum.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan teknologi digital semakin
meningkat, terutama pada masa dan pasca pandemi yang menyebabkan aktivitas
dilakukan melalui internet. Satu sisi, teknologi digital memberikan kemudahan
akses informasi dan komunikasi yang tidak terbatas, namun di sisi lain, teknologi
ini juga membuka ruang baru bagi terjadinya berbagai bentuk kekerasan, khususnya
kekerasan berbasis gender dalam ryang digital atau yang dikenal dengan istilah
kekerasan berbasis elektronik.

Tujuan peneltian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan
tentang (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan
seksual di Indonesia (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban
kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif feminisme Amina Wadud?

Metode Penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library
research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan
mengumpulkan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, kitab dan
sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum bagi
perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia telah
mengalami kemajuan yang signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-
undang ini memberikan pengakuan tegas terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual
yang terjadi di ranah digital serta menjamin hak-hak korban, termasuk hak atas
penanganan, perlindungan, dan pemulihan. (2) Perlindungan hukum bagi
perempuan korban kekerasan berbasis elektronik menurut feminisme Amina
Wadud menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap teks keagamaan dan hukum
yang selama ini sering digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dan
subordinasi perempuan. Dalam konteks kekerasan seksual digital, perlindungan
hukum yang ideal harus mencakup pengakuan penuh terhadap pengalaman
perempuan sebagai korban, jaminan atas hak privasi, pemulihan psikologi, dan
penghapusan sebagai agen moral dan spiritual yang setara.
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This research is motivated by the increasing use of digital technology,
especially during and after the pandemic, which causes activities to be carried out
via the internet. On the one hand, digital technology provides unlimited access to
information and communication, but on the other hand, this technology also opens
up new space for various forms of violence, especially gender-based violence in the
digital world or what is known as electronic-based violence.

The purpose of this research is expected to be able to contribute to scientific
knowledge about (1) How is legal protection for women victims of sexual violence
in Indonesia (2) How is legal protection for women victims of electronic-based
sexual violence in the perspective of Amina Wadud's feminism?

Research methods using library research. The data collection technique in
this study is to collect data in the form of written works such as books, articles,
books and other sources that are in accordance with this research.

The results of the study show that: (1) Legal protection for women victims
of electronic-based sexual violence in Indonesia has experienced significant
progress with the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts
of Sexual Violence (UU TPKS). This law provides explicit recognition of forms of
sexual violence that occur in the digital realm and guarantees the rights of victims,
including the right to handling, protection, and recovery. (2) Legal protection for
women victims of electronic-based violence according to Amina Wadud's feminism
emphasizes the importance of reinterpreting religious and legal texts that have often
been used to justify male dominance and female subordination. In the context of
digital sexual violence, ideal legal protection should include full recognition of
women's experiences as victims, guarantees of privacy rights, psychological
recovery, and elimination as equal moral and spiritual agents.
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